SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2025;

L.

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang...../2



140.

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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12.

13.

14.

15.

16.

L7,

18.

19.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun
2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 53);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
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Menetapkan

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur
adalah kepala Daerah dan kepala Pemerintahan yang
bertanggungjawab penuh menyelenggarakan
pemerintahan di Provinsi Papua Tengah dan sebagai
wakil pemerintah pusat di Daerah.

Kabupaten adalah Kabupaten dalam wilayah Provinsi
Papua Tengah.

Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Tengah.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut
Bapperida adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan
penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
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10.

11,

12.

13.

14.

16.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang memuat isi, misi dan arah Pembangunan Daerah
dan mengacu pada rencana pembangunan jangka
panjang nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD
dengan memperhatikan RPJMN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya  disingkat PRKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun
berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yvang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
satuan kerja PD.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah
yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu
anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
Musyawarah Perencanaan Pembangunan  yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

PRKPD merupakan:

a.

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode tahun 2025, yang dimulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2025; dan
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(1)

(2)

penjabaran dari RPJMD/RPD dan mengacu pada RKPD,
yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penetapan PRKPD yaitu untuk menetapkan

perubahan dokumen perencanaan sebagai pedoman

dalam melakukan kegiatan:

a. penyusunan PRKPD;;

b. penyusunan Perubahan KUA, PPAS, dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2025 dan

c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun
RKPD Tahun 2025.

Tujuan penetapan PRKPD untuk:

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar
tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia
usaha; dan

e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
Isi dan uraian dokumen PRKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025;
c. BABIII : Kerangka Ekonomi dan Keuangan

Daerah;

d. BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah;

e. BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

f. BABVI : Penutup.

(2) isi dan uraian...../7



(2) Isi dan uraian dokumen PRKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan PRKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 014

Salinan sesuai dengan aslinya

W

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah perlu dilakukannya penyusunan
dokumen perencanaan yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
PRKPD sesuai dengan aturan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3, telah mengamanatkan bahwa Perencanaan
Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004. Sebagai salah satu dokumen dari perubahan perencanaan
pembangunan daerah yang disebut PRKPD, yang merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 260, juga mengamanatkan
bahwa daerah sesuai dengan Kkewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

PRKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Secara operasional, PRKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat
Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2025 juga,
disebutkan bahwa dokumen perencanaan RPJMD merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah. Namun dalam masa peralihan sampai dengan terpilihnya
kepala daerah tersebut, pemerintah DOB perlu untuk menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah sebagai pengganti dokumen RPJMD dalam rangka menjaga
kesinambungan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini
juga yang menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah PRKPD
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. Lebih khususnya mengacu atau sesuai
dengan pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, yaitu meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta dan atau keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

Sejalan dengan hal itu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hal beriku maka
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perlunya disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
PRKPD tahun 2025, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan
dokumen RKPD Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

|

terdapat perubahan Arah Kebijakan yang perlu disinkronisasi dengan arah
kebijakan pemerintah Pusat dan beberapa perubahan prioritas
Pembangunan Provinsi yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah
Terpilih.

terjadi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang perlu
dilakukan penyesuaian Kembali terhadap kerangka ekonomi daerah dan
asumsi keuangan daerah, program dan rencana kegiatan Pada RKPD
Provinsi Papua Tengah.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan

PRKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 adalah:

1.

2

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



10.

11.

12.

13.

24.

14.

1a.

16.

17.

18.

19,

20.

21,
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan,
Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53)

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 206);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
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22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan daerah memiliki hubungan yang erat antara satu
dengan yang lain dalam tahap pelaksanaannya. Sistem perencanaan
pembangunan merupakan serangkaian proses perencanaan pembangunan
yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang,
menengah, dan tahunan yang dijalankan oleh pemerintah dan juga masyarakat
baik di level pusat maupun daerah. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah meliputi dokumen
perencanaan jangka panjang 20 tahun, dokumen perencanaan jangka
menengah 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek dengan masa 1
tahun. Adanya keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan daerah
sangatlah penting, karena tiap dokumen perencanaan saling mempengaruhi
satu sama lain. Penjelasan terkait dokumen perencanaan dalam ruang lingkup
Perencanaan Pembangunan Nasional tertuang dalam amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 yang terdiri dari:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b. Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
e. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Landasan hukum terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sedangkan terkait
Keuangan Negara tercantum pada Undang-Undang 17 Tahun 2003,
sebagaimana terlampir pada gambar berikut:

GAMBAR 1. 1 Hubungan Antar Dokumen
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Pada dasarnya proses penyusunan perubahan PRKPD Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025 tetap mengacu pada dokumen RKPD tahun berjalan dan
berpedoman pada RPD yang berlaku. Perubahan dan penyesuaian terhadap
perubahan RKPD dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah saat
ini, dengan tetap memperhatikan hal-hal substantif yang terkandung dalam
dokumen RKPD dan dokumen RPD tahun berjalan. Berdasarkan pada gambar
1.1 di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara PRKPD dengan dokumen



